
GUBERNUR SUMATERA UTARA

Menimbang

Mengingat

PERAruRAN GUBERNUR SUI'ATEM UTARA

NOHOR 35 TAr{rrN 2008

TENTANG
PENJABARA]T PERUBAX{AN ANGGARAN PENDAPATAilI DAX BELANJA DAERAI{ PROVINSI SUiIATEM UTARA

TAHUN ANGGARAN 2OO8

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belania Daerah Provinsi Sumatrera Utara Tahun Anggaran 2008,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2008 sebagai landasan operasional
pelaksanaan Perubal-lan APFD Tahun Anggaran 2008;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Frovinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 11103) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tenrtang Pembentukan Daerah Fropinsi (Lennbaran Negara
Republik lndonesia'lfahun 1950 Nomor 59) ;

Undang-Undang No,nnor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumidan Bangunan {l-em,baran Negara Republifl< ln'donesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran frlegara Republik lndonesia Nornor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara Republk lndonesia Tahun 1994 Nornor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik lrndonesia Nomor
3569);

Undang-undaryg Nomor 18 Tahun 1997 tentang Fajak Daerah dan RetribusiDaerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2000 (Lenrbaran Negara Republik lndonesia Tah:un 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4048);
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1gg7 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lernbaran Negara Republik lndonesia

Tahurn 1997 Nomor 44, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 3688);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1g99 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(LembJran,mejana Republik lndonesia lTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Repnrblik lndonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 1E Tahun 2004 tentang Perneriksanaan Pengelolaan dan Tanggunglawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Peirencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republk lndonesia

Tahun 2004 Nomor {04, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421)',

Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20M l*'lomor 125',

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun

200g tentang perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia N,orilor 48a$;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Femerintahan Daerah

(Lembartar.r Neglra Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambah,an Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

peraturan pemerintah Nomor 20 Talnun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan {-enrbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4090);

peraturan pemerintah Nomon 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lrennbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 118,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4138);

peraturan pemerintah No,mor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Baerah (Lembanan Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 119,

Tamrbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4139);

peraturan pemerintah Nomor 24 Tahrun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4416) sebagaimana telah

diurbah dengan peraturan Pernerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler dan t(euangan Pimpinan dan Anggota Dswan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republfk

lndonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4540);

peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4502\;
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18. Peraturan Peimerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pernerintaharn (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2005 Nomor 49, Tambahan Lernbaran Negaira Republik lndonesia Nomor4503);

19. Feraturan Pemerintah Normor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembararn Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nornor 136,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4574);

20. Feraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor

137, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nor,nor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndorlesia

Tahun 2005 Nornor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4576);

22. Feraturan Pemerintah Nonror 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan

Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 4577\;

23. Feraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentamg Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran tlegara Republik lndpnesia Tahun

2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4578);

24. Peraturan Pemerintah Normor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (l-embaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4585);

25. Feraturan Pemerintiah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik lndonesia Nomor4614);

26. Feraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuargan Daerah;

27. Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri iNomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

28, Peraturan Daerah Nornor 1 Tahun 2008 tanggal2g Februari2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ProvinsiSumatera

Utara Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN:

Merebpkan I PERATURAT{ cUBERttIUR TE fAi€ PEI{JABARA}I PERUAAHAN AI{GGARA0I PENDAPATAI{ DAN BELA JA DAERAI{ PROVINSI

SUIIIATERA UTARATAHUN AIIGGARAN 2OIts



Pasal 1

Ferubahan AngEaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun,Anggaran 2008, adalah sebagai berikut :

11. Penclapatan

a. Semula

b. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Pendapatan setelah perubahan

2. Belanja

a. Semula

b. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja setelah perubahan

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan

3. Pembiayaan

a. Penerirnaan

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Penerimaan setelah perubahan

b. Pengeluaran

1) Semula

2) Bertambahi(berkurangi

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan

Jumlah Pembiayaan ltletto setelah perubahan

Sisa leblh pembiayaan anggaran setelafr perubahan

Pasal 2

Fenjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lanrrpiran peraturan ini.

Rp. 2,957,275,712,000.00

Rp" 219,053,115,012.00

Rp. 3,289,251,471,221.40

Rp. 239,162,600,620.00

Rp. 400,000,000,000.CI0

RFr. (5,741,170,171.00)

Rp" 42,173,585,000.00

Rp"

Rp. 3,176,328,827,,012.00

Rp. 3,528,414,071 ,841.00

Rp. (352,085,244,829.00)

Rp" 394,258,829,829.00

Rp. 42,173,585,000.00

Rp. 352;A85,244,829.00

Rp.



Paeal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan inii.

Pasal tt

Peraturan ini mulai bedaku pada Enggal diundangkan.

Agar sdiap orar}g r enggduinya, memednbhksn pengundanga Pe€turan Gubemur hi dengan penempabnnya dalsm Berita Daerah Prqrinsi Sumatera Uta.g..

Ditetapkan di MEDAN
pada tanggal 10 Desember 2008

GUBEIRNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 10 Desember 2008

R.E. NAINGGOLAN

BERTTA DAERAH PROVIINST SUilTATERA TJTARA TAHUN:2008 NOMOR 35


